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Jalinan
PERATURAN PEMERINTAH WO.10 TAHUN 194
gy R e
‘UANG-TUNGGU
PRESIDEN REPUBiIK NbONESIA
Membatja : usul mengenal peraturan nnno,tunggu dqu Panitya Ga-

dji dan Kedudukan Pegawai Negenri:

Menimbang : perlu segera mengadakan peraburan untuk mengatur
pbnﬂhanlaﬂ pepgamal Mewmri jnng tide¥ atas kemauan
sendiri wntuic oo roowalkta diperhentikan dengan
hormat dari psk ' 1ia;

Mendengar : keputusan Sid=ngz Dewan llznteri tanggal 16 Desember

' 1948, tanggal 3 dan 19 Desember 1949;

Mengingat § pasal 4 Undang? Dasar Hepublik Indonesia dan Peneta-

- pan Presiden No.l tzhun 1949;

Memutuskan

Dengan membatalkan segala peraturan jang bertentangan
dengan Peraturan ini menetapkan reraturan jang mengatur pengha-
silan pegawal Negeri jang tidak atas kemauan sendiri untuk semen-
tara waktu diperhentikon dengan hormat dari p@kpx(gaann*a sebagal
berikut:

Pasal 1.

LEd, Pegawal Negeri jang dirmaksudkan dalam peraturan ini
ialah pegawal Negeri tetap,

2), Jang dimak sudkan dengzn parawail Loberi tetap dalam
peraturan ini ialah vnre ia ng herdebut dalam pasal 15,
L5 - Jang dimaksudhen d« 20 Luuj; ialah gadji-pokok dan
gadji- tambahan-p@rd114 n Jang dibarikan memrut peraturan

gadji jang berlaku. ) '

Pasal o.

Tangatunggou. diberikan kepada pegawai Negeri, jang ti-
dak atas kemavan sendiri diperhentikan dengan hormat dari peker-
d jaannja;

a, karena peribahan susunan kantor atau perubqnan banjaknja pega-
wal jang ditetapkan,sehingga tenaganja untuk sementara wakta
tldak diperlukan;

b. karena tidak tjakap,akan tetapi masih memenuhi sjarat-sjarat
untuk sesuatu djabatan Negeri jang lain;

c. karena sakit.

Pasal 3,

& 5 Kepada pegawai Negeri sebagal dimaksudkan dalam pa-
sal 2,diberikan uang-tunggu paling lama satu tahun, Masa ini
dalam hal2 tersebut dibawah dapat diperpandjang,tlap? kali
paling lama dengan satu raran,akqn tetapl dJjumlah masa pene
berian uvang-tunggu senmuanja itu dengan memperhatikan ajate
berikut tidak boleh lebih dari lima tahun.

a. apabila pegawai Negeri tersebut dalam pasal 2 huruf c me-
nurut surat keterangan Madjelis Pemeriksa Kesehatan,karena
masih sakit,belum dapat bekerdja kembalij;

b. apablila pegawai Negeri tersebut dalam pasal 2 huruf a
atau b,belum dapat ditempatkan kembali pada sesuatu 4jaba-
tan,sekalipun ia telah berusaha sungguhZ?2 untuk mendapat
pekerdjaan.

{2)
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t2), Djumlah segala masa menerima uang-tunggu bagi mereka
tersebut dalam pasal 2 huruf b,tidak boleh lebih dari lima
tahun, _
: Pasal 4.

_ Uang-tunggu diberikan rmulai bulan,berikutnja bulan
pegawal Negeri diperhentikan darl pekerdjaan,

Pasal 5.
(1). Ketjuali ketentuan? dalan ajat (2) dan (3) pasal ini,
nmaka banjaknja uang-tunggu adalah 50% darj gadji terachir.
(2). © Bagi pepawai Negeri jang dimsksudkan pada pasal 2

huruf a jang njata benar?2 ketjskanannja,maka banjaknja uang-
tunggu untuk tahun pertama dapat ditembah mendjadi 80%, tahun
kedua 70%,tahun ketiga 603 daa seberusnja 50% darli gadji

terachir, ‘ 1

(3, Apabila banjaknja uang-tunggu jang dimaksudkan dalam |

ajat? diatas kurang dari padai .

a. 45 rupish sebulan,maka kepada jang berkepentingan dibexri-
kan tambahan uang-tunggu sekian banjaknja,;seningga djun-
lah uang-tunggu dan tambahannja mendjadi 45 ruplah sebu-
lan; o

b. 65 rupiah scbulan bagi jang beristeri (bersvanmi)atau mem-
punjai anak kandung atau anak tiri jang mendjadi tang-
gungannja penuh,maka kepada jang berkepentingan diberikan
tambahan uwang-tungsu sekian hanjaknja,sehingga djumlah
vang-tunggu dan tambahannja mendjadi 65 rupiah sebulan,

(4}, ~ Apabila pegawai Negeri jang mencrima uangtunggu,
djika 1a bekerdja terus,mendapat kenaikan gadji menurut peras

turan jang berlaku,maka uang-tunggunja dapat diubah dan di-

tetapkan kembali atas dasar gadji baru, Ketentuan ini dike-

tjualikan bagi pegawai Negeri jang diperhentikan karena ti-
dak tjakap., :

£5: '~ Apabila pegawal Hegerl jJang menerima uang-tunggu kare
rena sakit telah sembuh menurut Madjelis Pemeriksa Kesehatan,
akan tetapli tidak atau belum dapat dipekerdjakan kembali,ka-
rena tidak/belum ada lowongan,maka djika ia njata benar?
tjakap,djumlah uang-tunggd mulail bulan berikutnja ia mengha-
dap untuk dipekerdjakan kembali,dapat diubah sesual dengan
ajat (2) pasal ini dengan ketentuan,bahwa djumlah masa pen-
berian uang-tunggu semua itu tidak boleh lebih dari lima fa-
hun,

Pasal 6,

Petjahan rupiah dari d4jumlah uang-tunggu dibulatkan

mend jadi satu rupiah.
Pasal 7.

—

Pegawal Negeri jang menerima uang-tunggu,mendapat
tund jangan keluarga dan tundjangan kemahalan menwrut peraturan
Jang berlaku,

Pasal €.

Pegawal Negeri jang menerima uangstunggu diwadjibkan

a, senantiasa bersiap sedia untuk dipeckerdjakan kembali dan beru-
;ahansungguh? untuk mendapat pekerdjaan pada sesuatu Kantor
15 B
b, minta {dzin lebih dahulu kepada Kepala Kantor jang bersang-
kutan,apabila ia mau pindah kelain tempat, - '
‘ : Pasal 9.

"
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Pagal 9.
{1l Pegawal Negeri termaksud dalam pasal 2 huruf a dan b

selama ia menerima uang-tunggu,dibolehkan bekerdja untuk se-
mentara waktu pada perusahaan partikulir,skan tetapi hal ini
gidak akan mengurangi kewadjiban jang ditentukan dalam pasal

(2), Apabila pegawai Negeri tersebut dipekerdjakan untuk
sementara waktu pada sesuatu kantor Negeri dengan mendapat
penghasilan disamping uang-tunggu;maka penghasilan pada kan-
tor itu harus ditetapkan sekian bangafn]a schingga djumlah
penghasilan dan uang-tunggu tidak melebihi djumlah gadji jang
akan diterimanja,apabila ia beksrdja terus dalam djabatannja
semula,

Pagal 10,

LLx, Ketjuali ketentuan dalam ajat (2) pasal ini,maka apa-
bila pegawai Negeri jang dimaeksudkan dalam pasal 2 pindah
kelain tempat tidak dengan idzin Kepala Kkanior jang bersang-
kutan atau menolak pekerdjaan jang diberikan kepadanja jang
menurut pendapat kepala Kanter jang bers anqrutanfdcngﬁn me-
ngingat kedudukan dan ketjakapan pegawai Negerl itu,patut
diserahkan kepadanja maka pemberian uang-tunggu itu ditjabut
mulai bulan berikutnja ia pindah kelain tempat atau d1per11-
tahkan untuk bekerdja.

i Ketentuan tersebut dalam ajat (1) pasal ini tidak di-
djalankan:

a, apabila pegawal licz
kan alasan2 jang pat:
b. karena kesechatan pegn

jeng bersangkutan dapat mengenuvka-

diGerima nleh Kepala Kantor;

zexri tidak mengidzinkan men-

djalankan pekerd;uan itu,jang harus dinjatakan dengan su-
rat keterangan Macjslis £ m&V'zqa Kesehatan.

(3). Dalam hal termazsud dalam ajat (2) huruf b,uang-tang-
gu diubah mendjadi unnb-tunggu menurut pasal 3 huruf a,mulai
bulan berikwmtnja bulan ia menerima surat keterangan dari Ma-
djelis Pemeriksa Kesehatan jang menjatakan bahwa ia belum
dapat dipekerdjakan kembali.

Dengan mengingat ketsntuan2 dalam pasal 10 agat (1)
dan (2),maka uang-tunggu tidak diberikan bilamana pegawai Nege-
ri jang telah diberitahukan terlebih dahulu akan pemberhentian-
nja dari pekerdjaan menolak pekerdjaan lain jang diberikan ke-
padanja, :

Pasal 12.

Uanb—tunggu diberikan dan ditjabut eleh Pembegar jang
berhak mengangkat,serendah-rendeshnja oleh Kepala Djawatan*

Pasal 13,

' Terhadap putusan jang diambil oleh jang berwadjib un-
tuk mentjabut atau tidak memberikan uang-tunggu,pegawai Negeri
Jang berkepentingan dapat memad jukan keberatan dengan terbulis
kepada Pembesar jang lebih atas. £

Pasal 14,

Beaja perdjalanan dari pegawal Negeri jang harus di-
periksa oleh Madjelis Pemeriksa Kesehatan,dipikul oleh Negeri
menurut peraturan perdjalanan dinas jang berlaku,

: Pacal 15,
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Pasal 15.

Jang dianggzap sebas

P@raturan inl 1alah mereka jang

turan ini atau sesudahnja toi

Ketentuan tercebut
terhadap pegawal jang teloh
belum hari mulail berlalunin

luar biasa jang haru Hn';wk..“

wal Negeri dengan »e

Peraturan ini cisel

LG

cai Pegawai Negeri tetap menur
pada hari mulail borlakunga y
L itu telah mempunjai masa-ker~

A
£

dja sebenarnja tidak terput1b-uLuuq,sekurano—kur,nfnga 2 tahun.

asal 15 ini tidak berlaku

ikae dd 1 pekerdjaannja se-
;ketjualli dalam hal?
©1n Kantvor Urusan Pega-
wangan,

unbulk

s =2

“Peraturan vang- tung@u

seluruh daerah Republik Indonesia dan mulai berlsku pada heri

bulan dan untuk daerah/tempat jang akan ditetankan Lebhin
reraturan perncrintah tersendiri. -

djut dalam

Ditetapkan di Jogjalo. L
pada tanggal 30 September 1.
PRESIDEN REPUBLIK INDONLSTA

ik
LH2P0
R
(1
Diumumkan
pada tanggal 30 September 1849,

ttd.
SOEKARNO

: DISERAHI URUBSAN PEGAVAX
WEGERT
t5d, KOESNAN

dan jaag serupa
Afdeecling Tatg Usaha,
=¥tz . i



Salinan i

PERATURAY PRIERINTAH NO.1 TAHUN 1950,

TENTANG

MENGUBAH PERATURAN UANG-TUIGGT

PEMANGKU SEMENTARA DJABATAIl PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tentang
perlu didjalankannja peraturan unang - tunggu;

Mendengar : putusan Sidang Dewan Menteri tanggal 24. Desember 1949;

Mengingat : pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan
Peraturan Pemerintah No,10 tahun 1949;

MEMNUDTUSKAN

Kenetaplkan ubahan dalanm pasal 17 Peraturan Pemerintah
No,10 tahun 1949, .

Pasal 1.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1949 diubah
sehingga berbunji sebagai berilut;

Peraturan ini disebut "Peraturan Uang-Tunggu" dan berlaku
untuk seluruh Daerah Republilk Indonesia mulai tanggal 1 Djanuari
1950 | R

Ditetapkan di Jogjakarta
Pada tangizal 6 Djanuari 1950

PEMANGKU SEMENTARA
DJARBATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd,ASS AAT

ACTING PERDANA MENTERTI:
t+d . SOESANTO TIRTOPRODJO

Diumumkan
Pada tanggal 6 Djanuari 195C.-
SEKRETARIS NEGARA
ttd ,A.G.PRINGGODIGDO :

Untuk salinén jang serupa
Kepala Afdoéli?g'Tata Usaha,
Sl IR e i L—,-,,;:’-,-:
s S <

/T.Padang/



